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Prakata

Korupsi telah mendorong negara ke jurang kehancuran. Jika dana negara
yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dicuri dan dimasukkan ke dalam kantong pribadi, maka sangat mungkin
pembangunan bagi kehidupan rakyat tidak akan terjadi.

Jelas bila korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang akibatnya
merusak seluruh sendi-sendi bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab
pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada KPK sebagai lembaga
negara yang independen, melainkan dengan keterlibatan pemerintah,
swasta, organisasi, dan masyarakat luas.

Ada berbagai pendekatan untuk melakukan gerakan antikorupsi,
meskipun tentu dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing.
Salah satunya melalui pendidikan antikorupsi yang dilakukan untuk
membangun dan memperkuat sikap antikorupsi melalui pendidikan yang
merupakan bagian dari pendekatan budaya. Adanya pendidikan
antikorupsi bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik yang
antikorupsi dan membangun semangat dan kemampuannya sebagai agen
perubahan untuk masyarakat dan bangsa yang bersih.

Sebab, korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan
berdampak sangat negatif hampir di setiap bidang kehidupan. Korupsi
telah merusak sistem ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan

dan ketertiban sosial. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang



dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang baik. Mirisnya lagi,
korupsi di berbagai tingkatan masih menjadi hal yang biasa, bahkan seperti
menjadi bagian dari kehidupan. Jika hal ini terus berlangsung, cepat atau
lambat korupsi akan menghancurkan negara ini.

Padahal, praktik korupsi jelas merugikan orang banyak, karena dana
yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan publik dikorupsi
untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, selain upaya penegakan hukum
yang dikenakan kepada para pelaku korupsi, pencegahan korupsi juga
sangat penting dilakukan melalui pendidikan.

Dalam hal ini, sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia telah
dilakukan dengan berbagai cara, meskipun sampai saat ini masih saja
terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai
lembaga. Beberapa bahaya akibat korupsi, di antaranya berdampak pada
masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan
birokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk
mengatasinya, seperti memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi,
serta meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam
pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
korupsi diklasifikasikan dalam hal-hal berikut ini: merugikan keuangan
negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan
curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka
pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi,
adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi
tentunya di luar lingkup penuntutan pidana yang menjadi kewenangan
aparat penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih
menekankan pada upaya antikorupsi dengan turut serta membangun
budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan menjadi subjek
perubahan dan penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk
berperan aktif, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang

seluk beluk korupsi dan cara memberantasnya.



Upaya tersebut difasilitasi melalui pendidikan sebagai sebuah usaha
sadar dan terencana untuk agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecedasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi bagi peserta didik
(mahasiswa atau siswa) mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai
kebaikan. Buku ini akan mengungkap tentang Pendidikan Antikorupsi
secara detail dan rinci berdasarkan data yang aktual dan faktual. Semoga

bermanfaat.
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BAGIANI

Prawacana: Pendidikan Antikorupsi

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan
bangsa Indonesia saat ini. Padahal, jelas bahwa praktik korupsi merugikan
orang banyak karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk
kepentingan publik justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Selain
usaha penegakan hukum yang dikenakan untuk para pelaku korupsi,
upaya pencegahan korupsi juga sangat penting.

Sebagai salah satu permasalahan besar yang dihadapi banyak negara,
dan memang dilakukan berbagai kalangan, korupsi bukan sesuatu yang
dianggap sepele terutama di Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas
berdasarkan berita-berita yang beredar yang menyebutkan ada 1.218 kasus
korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2020 baik itu yang diadili oleh
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sampai dengan
Mahkamah Agung dengan menghasilkan 1.298 terdakwa, dan akibatnya
negara rugi sebesar 57,6 triliun dan total kerugian akibat suap mencapai

angka 322,2 miliar.!

1 Guritno, Tatang. 2021. “ICW: Sepanjang 2020 ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi,
Kerugian Negara Rp56,7 Triliun”. KOMPAS, 9 April 2021.
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Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi merupakan program
pendidikan mengenai korupsi yang bertujuan buat menciptakan &
menaikkan kepedulian warganegara terhadap bahaya & dampak
berdasarkan tindakan korupsi. Target primer Pendidikan antikorupsi
memperkenalkan tentang kenyataan korupsi yang meliputi kriteria,
penyebab & akibatnya.

Pendidikan antikorupsi merupakan penanaman & penguatan nilai-
nilai dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk membangun perilaku
antikorupsi dalam dirinya. Sebab, korupsi benar-benar menjadi penyakit
yang sangat destruktif dan meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan
bangsa, mulai dari pendidikan, agama, hukum, dan lain sejenisnya.
Pasalnya, akibat korupsi yang menelan miliaran rupiah, banyak agenda
bangsa dan pembangunan bangsa yang menjadi macet dijalankan secara
konkret dan praksis.

Seharusnya anggaran negara yang semestinya disalurkan untuk
pembangunan gedung sekolah, meratanya akses pendidikan gratis bagi
anak-anak orang tidak mampu, dan lain sejenisnya akhirnya menjadi
terbengkalai dengan sedemikian rupa, termasuk di dalamnya akses
kesehatan bagi mereka yang hidup di garis kemiskinan. Dengan kata lain,
korupsi sudah meruntuhkan impian dan cita-cita bersama untuk menjadi
bangsa yang maju dan sejahtera.

Tindakan korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar
norma hukum yang berlaku di Indonesia, serta dapat merusak citra bangsa
dan negara Indonesia. Berbagai tindakan korupsi di negara Indonesia serta
negara-negara yang kedapatan melakukan tindakan korupsi.”

Tindak pidana korupsi yang terjadi mulai dari korupsi kecil-kecilan,
misalnya pemberian uang pelicin saat berurusan pada kelurahan hingga ke
korupsi besar-besaran, seperti sogokan pada oknum tertentu dengan

jumlah nominal yang besar. Kejadian ini makin mempertegas asumsi

2 Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. 2021. “Pendidikan anti korupsi melalui mata
kuliah  Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran.” Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan, 5(1), 1—14.
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BAGIANII

Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi

Definisi Korupsi

Sebagian kasus korupsi terjadi bukan hanya karena pelaku melakukannya
dengan sengaja, tetapi juga karena banyak anggota masyarakat atau
kelompok sosial yang tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan adalah
korupsi. Pada dasarnya, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin

7 atau “corruptus”.®

“corruptio

Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption,
corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie”
(Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan
dari kesucian.’ Senada dengan itu, korupsi juga dimaknai sebagai
perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok,

dan sebagainya.

7 Fockema Andrea. Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen — Djakarta, Bij J B
Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan), (Bandung: Bina Cipta, 1951).

8 Webster Student Dictionary. 1960.

9 Nanang T. Puspito at all (ed). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
(Jakarta: Kemdikbud RI, 2011), him. 23.
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Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan sebagai
berikut.

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok,
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan
sebagainya;

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan

3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.'

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat
dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi
menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk,
menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan
kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi
dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan
di bawah kekuasaan jabatan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam
Kamus Hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan
curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan
negara.''

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers,
menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi
di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal
ini diambil dari definisi yang berbunyi “financial manipulations and
deliction injurious to the economy are often labeled corrupt”.

Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah dikemukakan
bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya
bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Pendekatan yang dapat

dilakukan terhadap masalah “korupsi” sangat beragam dan artinya sesuai

10 Ali, Muhammad 1993, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta, Pustaka
Amani.

11 Subekti dan Tjitrosoedibio 1973, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
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BAGIAN III

Pendidikan Antikorupsi secara Konseptual

Pendidikan antikorupsi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai
antikorupsi generasi muda, membentuk sikap antikorupsi, dan
menghilangkan peluang terjadinya korupsi dan tindakan korupsi lainnya.
Nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan adalah kejujuran, tanggung
jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, disiplin, kesederhanaan,
ketekunan dan kepedulian.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 420/4047/S]
tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti-Korupsi
pada Satuan Pendidikan, telah diuraikan mengenai pedoman
implementasi pendidikan antikorupsi, yang secara garis besarnya adalah
sebagai berikut.

1. Penguatan pendidikan karakter adalah langkah untuk
memperkuat karakter pserta didik di bawah tanggung jawab
satuan pendidikan melalui harmonisasi hati, rasa, pikir, dan
olah raga sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM);

2. Penguatan pendidikan karakter dan kultur antikorupsi
disesuaikan dengan kondisi peserta didik berdasarkan jenjang
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pendidikannya, dan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-
nilai pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama
meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kesederhanaan,
kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan
keberanian, dan dilaksanakan degan menggukan prinsip dan
pendekatan;

3. Internalisasi nilai karakter dalam proses belajar mengajar
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Membuat tata kelola kelas dan metode bimbingan sesuai karakter
peserta didik;

b. Mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan
kebutuhan, karakteristik daerah satuan pendidikan dan peserta
didik.

4. Implementasi dari pendidikan karakter di sekolah

dilaksanakan dengan pembiasaan nilai-nilai utama dalam
keseharian sekolah dengan cara:

c. Membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan-
ketentuan sekolah dan;

d. Memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan
utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga

partisipasi masyarakat.

Berdasarkan surat edaran tersebut pelaksanaan pendidikan
antikorupsi pada pendidikan formal dilaksanakan dengan mengajarkan
pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat terimplementasi dengan
optimal jika terwujud melalui terbentuknya budaya antikorupsi di
lingkungan sekolah serta mendapatkan dukungan dari orang tua serta
kontribusi dari masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan

antikorupsi.”!

81 Gregorius Widiartana. 2020. Urgensi Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan
Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas
Suryakancana. Vol. 6 No. 2 — Desember 2020, him. 173—189.
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BAGIAN IV
Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana vyang telah diketahui, korupsi merupakan tindakan
penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau privat
yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku.”” Jadj, jelas sekali ini merupakan tindakan yang tidak
bermoral. Karena korupsi, banyak pengaruh buruk yang dapat

ditimbulkan, di antaranya

timbulnya bentuk ketidakadilan,
menimbulkan ketidakefisienan,
menyuburkan jenis kejahatan lain,

LN =

melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang

menjadi korban,

5. mengurangi kemampuan negara dalam memberikan
pelayanan publik, dan

6. menaikan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam

bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik.*®

47 Wijayanto. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek
Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

48 Alatas, S.H. 1987. Korupsi. Jakarta: LP3S.

Hj. Sofiq, S.E., M.M., M.Pd - Dr. H. Tajeri S.E., M.M,, S.H., M.H. @



Sebenarnya, korupsi timbul karena sudah menjadi sebuah budaya
dalam suatu negara. Latar belakang terjadinya tindakan korupsi bervariasi,

di antaranya

sistem administrasi yang lemah,

kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat,
sikap menerabas,

iman yang lemah,

hukum,

sikap tidak hormat akan hak orang lain,
gotong royong,

sikap egois, dan

O XN U RN

dorongan lain-lain.*
Selanjutnya, beberapa akibat tindakan korupsi sebagai berikut.

1. Korupsi akan menimbulkan pengaruh buruk kepada para
pejabat yang tidak korup, korupsi semakin meluas, orang sulit
berpegang teguh pada norma kejujuran.

2. Korupsi jelas-jelas meningkatkan biaya administrasi sehingga
layanan tidak murah

3. Korupsi dikalangan pejabat menurunkan/menjatuhkan
martabat dan kewibawaan individu yang bersangkutan, dan
memberi warna jelek pada instansi pemerintah.

4. Korupsi yang dilakukan oleh para elit, akan mampu
mendorong atau menciptakan suasana yang menarik, yang
akan semakin mempersubur gerakan korupsi.*

Bentuk-Bentuk Korupsi

Sebagaimana yang telah banyak diketahui, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menguraikan

4% Rubiyanto, PA. 1997. Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi, Budaya,
dan Etika Lintas Budaya.Jurnal [Imiah Widya Dharma.

50 Ibid.
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BAGIAN 'V

Pemberantasan Korupsi di Indonesia
secara Historis

Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di
Indonesia

Secara historis dalam pemberantasan korupsi, khususnya sejarah
perundang-undangan antikorupsi di Indonesia telah berlangsung cukup
lama. Bahkan Andi Hamzah dengan meyakinkan mengatakan bahwa
Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang memiliki undang-
undang antikorupsi.”®

Pada tahun 1957, penguasa militer telah mengeluarkan Peraturan
Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, Penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution mengeluarkan
peraturan antikorupsi, yaitu Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf
Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 tertanggal 16 April 1958.

5% Muslimin, JM. 2006. “Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam
Lintasan Sejarah”. dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Anti Korupsi
di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
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Sehari setelah keluarnya peraturan tersebut, muncul peraturan serupa yang
dikeluarkan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
Prt/Z.1./1/7.

Aturan antikorupsi yang diberlakukan oleh panglima perang
cederung progresif dan memperlakukan korupsi sebagai kejahatan khusus
yang memerlukan perlakuan khusus di bawah Undang-Undang substantif
dan litigasi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan digunakan
KPK untuk mencegah korupsi antarpenyelenggara negara baik di pusat
maupun di daerah, diatur juga dalam Ordonansi Otoritas Militer.

Peraturan tersebut mengatur pendaftaran properti umum oleh Badan
Pengawasan Properti (BPHB) sebagai bagian dari penegakan pencegahan.
Ordonansi juga mengatur proses perdata berdasarkan prinsip perbuatan
melawan hukum bagi pejabat yang hartanya tidak sesuai dengan gaji dan
pendapatan, tetapi membawa korupsi langsung ke Mahkamah Agung
tanpa melalui tingkat pertama.

Hal yang menarik adalah bukan pemerintah yang memimpin dengan
memberlakukan Undang-Undang dan peraturan antikorupsi, melainkan
penguasa militer yang lebih otoriter dan tertutup dalam mengambil
langkah berani menuju korupsi sebagai penyebab adanya regulasi korupsi.

Artinya, dalam hal ini TNI telah berhasil dalam obsesinya
menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebuah insiden besar pecah ketika
jaksa agung saat itu bernama Agung Suprapto, membawa Menteri Luar
Negeri Roslan Abdul Gani ke pengadilan atas tuduhan korupsi. Meski
upaya Kejaksaan Agung pada akhirnya gagal, sikap tegas dan tekad
Suprapto yang tak tergoyahkan sebagai Jaksa Agung patut dicatat dengan
tinta emas dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Peraturan
yang ditetapkan oleh pemerintah menjelang berakhirnya kekuasaan orde
lama. Artinya, suatu keputusan ditetapkan untuk menggantikan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang penyidikan, penuntutan, dan

penyidikan tindak pidana korupsi® Selain peraturan korupsi yang

% Ibid.
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BAGIAN VI
Nilai & Prinsip Antikorupsi

Nilai-Nilai Antikorupsi

Setelah mengetahui berbagai aspek yang dapat menyebabkan terjadinya
korupsi, dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi terdiri dari
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab
korupsi yang disebabkan oleh orang dan individu, dan faktor eksternal
disebabkan oleh lingkungan dan sistem. Upaya pencegahan korupsi pada
dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau paling tidak
mengurangi, kedua faktor penyebab terjadinya korupsi.

Faktor internal terutama bergantung pada apakah nilai-nilai
antikorupsi tertanam dalam diri masing-masing individu. Nilai-nilai
antikorupsi meliputi kejujuran, kemandirian, disiplin, tanggung jawab,
ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai
antikorupsi tersebut perlu diterapkan oleh setiap individu untuk mengatasi
faktor eksternal untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk mencegah
terjadinya faktor eksternal, setiap individu harus memiliki pemahaman
yang utuh tentang prinsip-prinsip antikorupsi, yaitu akuntabilitas,
transparansi, imparsialitas, kebijakan dan pengelolaan kebijakan dalam

suatu organisasi, lembaga, atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan

Hj. Sofiq, S.E., M.M., M.Pd - Dr. H. Tajeri S.E., M.M., S.H., M.H.



antara prinsip dan nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.

1.

Kejujuran

Kejujuran ialah kebalikan dari kebohongan. Orang yang tidak jujur
berarti orang yang berbohong. Kebohongan adalah salah satu
tindakan licik, seperti yang diajarkan di sekolah tentang sifat-sifat licik
yang terpuji. Dari sudut pandang agama, berbohong adalah dosa bagi
orang karena tidak jujur dengan orang lain. Kejujuran adalah sikap
yang dinyatakan dalam tindakan dan perkataan yang nyata, bukan
kebohongan atau penipuan.

Dalam hal ini, kejujuran berarti tidak membohongi diri sendiri
atau orang lain. Nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari
merupakan dasar pertama dalam pencegahan korupsi. Jujur dapat
didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang.
Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan
mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam
kehidupan sosialnya.®”

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang dibentuk oleh
budaya akademik sangat diperlukan. Nilai kejujuran ibarat mata uang
yang berlaku di mana-mana, termasuk kehidupan di kampus. Jika
seorang peserta didik ditemukan berperilaku tidak jujur secara
akademis dan sosial, orang lain akan selalu bertanya-tanya apakah
mereka dapat mempercayai siswa tersebut.

Akibatnya, peserta didik selalu mengalami kesulitan dalam
menjalin hubungan dengan orang lain. Ini juga menyebabkan
ketidaknyamanan bagi orang lain. Karena mereka selalu curiga
terhadap peserta didik yang selalu dianggap menyontek atau tidak
jujur. Kemudian, jika seorang siswa ditipu atau berbohong, sulit untuk
mendapatkan kembali kepercayaan dari siswa lain. Sebaliknya, jika

terbukti bahwa murid tersebut tidak pernah ditipu atau dibohongi,

6 Sugono, Dendy (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa
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BAGIAN VII
Budaya Antikorupsi

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah memainkan peran dan prestasi besar dalam pemberantasan korupsi,
terutama di bidang penegakan hukum. KPK telah aktif memerangi korupsi
selama 10 tahun, namun banyak pelaku yang ditangkap dan diadili. Tidak
seperti polisi, kejaksaan, dan bahkan lembaga penegak hukum lainnya
seperti pengadilan itu sendiri, penjahat terkenal pun mudah ditangkap.
Sebelum keberhasilan yang dicapai KPK digambarkan, dijelaskan visi dan
misi KPK, kedudukan dan tugas KPK, wewenang dan kewajiban KPK,
serta struktur organisasinya. Dan, kode Etik KPK dan KPK.

Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Berkaitan
dengan visi tersebut, misi KPK adalah menjadi mesin perubahan untuk
mewujudkan bangsa yang antikorupsi. Berdasarkan visi dan misinya,
rencana strategis KPK meliputi strategi berbasis waktu (strategi jangka
pendek, menengah, dan panjang) dan strategi berbasis tugas (strategi
pengembangan sistem, pencegahan, dan penegakan).

Strategi jangka pendek KPK, yaitu strategi yang bisa langsung

menguntungkan, meliputi tindakan, membangun nilai-nilai etika, dan
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membangun sistem manajemen instansi pemerintah agar lebih efisien dan
profesional. Selanjutnya, strategi jangka menengah, atau strategi yang
secara sistematis dapat mencegah korupsi, adalah proses perbankan,
penganggaran, dan pengadaan di instansi pemerintah untuk mendorong
efisiensi dan efektivitas, menghasilkan kepemimpinan yang efisien dan
efektif, dan meningkatkan partisipasi. Kemudian, kegiatan membangun
infrastruktur informasi. Warga negara dalam proses pengambilan
keputusan untuk membuat keputusan pemerintah dan meningkatkan
akses publik ke pemerintah.

Strategi jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah persepsi
dan budaya masyarakat antara lain kegiatan membangun dan mendidik
masyarakat untuk mencegah korupsi, membangun tata pemerintahan
yang baik sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional, dan
membangun sistem kepegawaian (Ketenagakerjaan, gaji, evaluasi). Tujuan
dari strategi ke depan adalah untuk membentuk lembaga KPK yang efisien.
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain
struktur organisasi, kode etik, rencana strategis, rencana kinerja, anggaran,
pengembangan prosedur operasi standar, pembuatan sistem manajemen
personalia, rekrutmen konsultan dan karyawan, dan pelatihan karyawan,
persiapan manajemen keuangan, penyiapan penunjang teknologi
informasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyiapan mekanisme
pengendalian intern.

Kemudian, kegiatan yang dilakukan KPK antara lain peningkatan
efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara, pembuatan
sistem pelaporan penghargaan dan sosialisasi, pembuatan sistem
pelaporan pengaduan masyarakat dan kehumasan, dan pemerintah. sistem
manajemen. Penelitian dan pengembangan kehumasan, teknologi dan
metode dengan referensi korupsi mendukung perang melawan korupsi.

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai-nilai
kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan

proporsionalitas.
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BAGIAN VIII

Gerakan Kerja Sama Mencegah Korupsi

Pemberantasan korupsi dalam konteks gerakan kolektif merupakan upaya
sadar kolektif untuk berpikir bersama tentang masalah korupsi. Kesadaran
kolektif akan pemberantasan korupsi muncul melalui munculnya gerakan-
gerakan kolektif. Dengan kata lain, jika tidak ada gerakan kolektif, maka
tidak ada kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu,
kunci dari gerakan kolektif adalah terkait dengan kesadaran kolektif itu
sendiri.

Jika kesadaran kolektif terkait dengan pemberantasan korupsi,
mengapa sebenarnya perlu ada gerakan kolektif untuk memberantas
korupsi? Hal ini tidak terlepas dari kesadaran kolektif masyarakat untuk
membunuh penyakit korupsi yang kronis dan mematikan. Korupsi telah
menyebabkan banyak bencana sosial dan semakin menghambat tujuan
pembangunan manusia. Hidup tersakiti karena korupsi telah
menceraiberaikan kerukunan masyarakat. Kunci dasar pertama kesadaran
kolektif pemberantasan korupsi adalah persepsi masyarakat bahwa
masyarakat tidak bisa maju dan maju karena korupsi yang membuatnya

miskin. Kesadaran kolektif masyarakat yang demikian mendasari
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terbentuknya keinginan kolektif untuk melepaskan diri dari gejolak
korupsi yang sangat dahsyat dan mematikan.

Kesadaran kolektif memiliki kekuatan luar biasa yang dapat
digunakan untuk mengumpulkan energi individu ke dalam kesadaran
kolektif dan menciptakannya. Kesadaran kolektif, sadar atau tidak sadar,
mencerminkan karya kelembutan dan kebajikan untuk mencapai
perkembangan kehidupan yang lebih bermakna dan lebih baik di masa
depan. Kesadaran kolektif menjadi magnet untuk bekerja sama dan
kemudian menghasilkan konsekuensi dari bekerja bersama. Oleh karena
itu, kesadaran kolektif adalah mesin progresif, dan semua anggota
masyarakat dapat memiliki persepsi dan pandangan yang sama tentang apa
yang telah dilakukan dalam konteks tujuan tunggal bangsa dan semua.

Untuk mencegah korupsi, praktik korupsi yang terjadi di masyarakat
perlu dipahami lebih dulu. Menurut Syed Hussein Alatas, William-
Chambliss, dan Milovan Djilas, sebagaimana diolah George Junus
Aditjondro (2006:401-402), korupsi dapat dibedakan menjadi tiga lapis:

1. Korupsi lapis pertama, yang meliputi bidang sentuh langsung
antara warga (citizen) dan birokrasi atau aparatur negara, yang
dapat dibedakan antara suap (Inggris, bribery; Arab, riswah),
di mana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa, atau benda
datang dari warga, dan pemerasan (extortion), di mana prakarsa
untuk mendapatkan dana, jasa, atau benda tertentu datang dari
aparatur negara.

2. Korupsi lapis kedua, yang meliputi “lingkaran dalam” (inner
circle) di pusat pemerintahan, dapat dibedakan antara:

a. Nepotisme, di mana ada hubungan darah antara mereka yang
menjadi pelayan public dengan mereka yang menerima berbagai
kemudahan dalam bidang usaha mereka.

b. Kronisme, di mana tidak ada hubungan darah antara pelayan
publik dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan

dalam bidang usaha mereka.
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